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1. KETUA: ANWAR USMAN 
  

 Sidang dalam Perkara Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, Nomor 136-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 … tadi 
Perkara Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Bulan 
Bintang. Kemudian, Perkara Nomor 136-09-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 Partai Perindo. Perkara Nomor 05-08-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan Sejahtera. Perkara Nomor 127-12-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Amanat Nasional. Perkara Nomor 
155-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya. 
Perkara Nomor 59-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat. 
Dan Perkara Nomor 85-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk 
umum.  

 
 
 
 
 Silakan untuk Perkara Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019 diperkenalkan siapa yang hadir dalam persidangan ini! 
 

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Terima kasih, Majelis Hakim yang kami hormati dan kami 

muliakan.  
 Yang hadir, saya Anthoni Hatane, Kuasa dari Pemohon. Dan juga 

bersama saya, hadir Prinsipal, yaitu salah satunya calon anggota DPRD 
Kabupaten Maluku Tengah, Muhammad Nur Nukuhehe, Yang Mulia. 
Terima kasih, Yang Mulia.  

 
3. KETUA: ASWANTO 

 
 Terima kasih. Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 136-09-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.  
 
 
 

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.59 WIB 
 

KETUK PALU 3X  
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4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN 
PRAMANA 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir mewakili Partai Perindo 

pada hari ini, saya sendiri selaku Kuasa Hukum, Yudhistira Ikhsan 
Pramana. Dan juga, Muhammad Sopiyan yang ada di belakang saya, 
selaku Kuasa Hukum juga. Terima kasih, Yang Mulia.  

 
5. KETUA: ASWANTO  

 
  Baik. Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 05-08-31/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan Sejahtera! 
 

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam 

sejahtera bagi kita sekalian. Dari Partai Keadilan Sejahtera, hadir saya 
Dudi Usman Sahupala. Bersama saya, Bapak Anton Aryadi dan Bang 
Malik Raudhi Tuasamu, di belakang, Yang Mulia. Terima kasih.  

 
7. KETUA: ASWANTO  

 
 Baik, terima kasih. Selanjutnya, Partai Perkara Nomor 127-12-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Amanat Nasional! 
  

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 127-12-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: M. TAHA LATAR 

 
 Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Partai Amanat Nasional hadir 

Kuasa Hukumnya, saya sendiri M. Taha Latar. Kemudian, Jakobis 
Siahaya. Dan Prinsipal sebagai Pemohon Marthen Veky Maskikit. Terima 
kasih, Yang Mulia.  

 
9. KETUA: ASWANTO 
 

 Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya.  

 
10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 
 
 Ya, terima kasih, Yang Mulia.  
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 Dari Partai Gerindra hadir di sini, saya Raka Gani Pissani mewakili 
Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Maluku, Johan Johanis Lewerissa. 
Terima kasih.  

 
11. KETUA: ASWANTO 

 
 Baik. Berikutnya, Perkara Nomor 59-14-31/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat.  
 

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Terima kasih, Yang Mulia.  
 Untuk Perkara Nomor 59-14-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini, 

saya diberikan ke substitusi dari prinsipal untuk (...)  
 

13. KETUA: ASWANTO 
 
 Kuasa Substitusi dari?  
 

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Dari prinsipal dulu, Yang Mulia.  
 

15. KETUA: ASWANTO 
 
 Mestinya kan, kalau prinsipal, ya surat kuasa. Surat kuasa kalau 

(...)  
 

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Dari … Dari … bukan dari prinsipal. Dari pengacara dari yang (...)  
 

17. KETUA: ASWANTO 
 
 Dari Kuasa?    
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18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya, dari Kuasa.  
 

19. KETUA: ASWANTO 
 
 Sebelumnya?  
 

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya, dari Kuasa yang sebelumnya.  
 

21. KETUA: ASWANTO 
 
 Baik.  
 

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ada dua, Yang Mulia. Yang satu atas nama Halimun Saulatu. Dan 

yang satu atas nama Muriany Domingggus, Yang Mulia.  
 

23. KETUA: ASWANTO 
 
 Baik. Kemudian untuk Perkara Nomor 85-03-31/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019 PDI-P! 
 

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Pemohon 85-03-31/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019 hadir, saya Imran Mahfudi. Beserta rekan saya, Ridwan 
Darmawan. Terima kasih, Yang Mulia.  

 
25. KETUA: ASWANTO 

 
 Baik. Sebelum lanjut ke KPU. Untuk Perkara Nomor 59-14-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tadi, apa Saudara membawa surat kuasa 
substitusinya? Tolong Petugas diambil!  

Baik, terima kasih.  
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 Selanjutnya, dipersilakan kepada KPU. Siapa yang akan 
memperkenalkan?  

 
26. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 127-12-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAMSUDIN SLAWAT 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Termohon KPU, kami ada beberapa 

kantor. Saya sendiri dari AnP Law Firm. Untuk Perkara Nomor 127-12-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Kuasa Hukum Syamsudin Slawat 
Pesilette. Dan rekan saya di belakang Rian Wicaksana. Kemudian, dari 
Prinsipal hadir, KPU Maluku Bapak Khalil Tianotak, anggota KPU Provinsi 
Maluku.  

 
27. KETUA: ASWANTO  

 
 Baik. Selanjutnya dari kantor lembaga hukum yang lain? 
 

28. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA  

  
 Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, 

kami Kuasa Hukum KPU RI juga, Termohon dari Partai PKS dan Gerindra. 
Nama saya, Ibnu Sina dan rekan saya, Fitri Aprilia Rasyid. Terima kasih.  

 
29. KETUA: ASWANTO 

 
 Baik.  
 

30. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD 

 
 Assalamualaikum wr. wb.  
 

31. KETUA: ASWANTO 
 
 Oh, ini belum dipersilakan sudah nyambar. Ndak apa-apa, Pak. 

Silakan! 
Silakan, Pak! Ini jangan kita tegang-tegang, ya.  
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32. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD 

 
 
 Dalam kesempatan ini, saya, Idris Sopian Ahmad, mewakili 

Termohon dalam Perkara Nomor 136-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 
dan diajukan oleh Partai Perindo dan Perkara Nomor 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Demokrat.  

 
33. KETUA: ASWANTO 

 
 Baik. Masih ada dari lembaga (ucapan tidak terdengar jelas). 
 

34. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD JAZULI 

 
 Masih ada.  
 

35. KETUA: ASWANTO 
 
 Silakan! 
 

36. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD JAZULI 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Hicon Law Office, saya 

Ahmad Jazuli. Tidak … dengan rekan saya Muhammad Hasan, khusus 
mewakili Termohon dalam Perkara Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019. 

 
37. KETUA: ASWANTO  

 
 Baik. Masih ada lagi? Semua sudah, ya? Selanjutnya untuk 

Bawaslu RI. Silakan, Pak Afifuddin!  
 

38. BAWASLU: MOCHAMMAD AFIFUDDIN 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu hadir saya 

Mochammad Afifuddin, Komisi Bawaslu RI. Kemudian, sebelah kanan 
saya Ibu Astuti Usman, Komisioner Bawaslu Maluku. Sebelah kiri saya, 
ada Pak Paulus Titaley, Komisioner Bawaslu Maluku juga. Kemudian, di 
belakang ada Pak Jhon Talabessy dari Bawaslu Kota Ambon dan tim 
hukum Bawaslu RI Ibu Bella Natalia. Terima kasih. 
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39. KETUA: ASWANTO  
 
 Terima kasih, Pak ustaz. Eh, kalau ada Pak Afifuddin jadi tenang 

gitu ya. Kalau ada yang ribut-ribut nanti kita bisa nasihati.  
Baik. Selanjutnya, untuk Pihak Terkait disebutkan terkait untuk 

perkara nomor berapa? 
 

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari 

Partai Persatuan Pembangunan dari Perkara Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019. Perkenalkan nama saya Agung Prabowo dan sebelah 
kanan saya Bapak M. Nasir dan sebelah kiri saya, ini sebagai prinsipal, 
Bapak Said Patta.  

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. 
 

41. KETUA: ASWANTO  
 
 Baik. Terima kasih. Pihak terkait yang lain!  
 

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRI HAPSARI 

 
 Terima kasih, Yang Mulia (…) 
 

43. KETUA: ASWANTO  
 
 Sebentar! Tadi sudah ada Surat Kuasa … surat permohonan ya, 

Pak, ya?  
 

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO 

 
 Sudah.  
 

45. KETUA: ASWANTO  
 
 Baik. Silakan, Ibu!  
 

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRI HAPSARI 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Saya Indri Hapsari Kuasa Hukum dari 

PKB Nomor Perkara 136-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. 
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47. KETUA: ASWANTO  
 
 136-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Baik. Sudah mengajukan 

permohonan sebagai Pihak Terkait, ya? 
 

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: INDRI HAPSARI 

 
 Sudah. 
 

49. KETUA: ASWANTO  
 
 Baik. Selanjutnya? Atau satu tim dengan Bapak yang 

disampingnya? Oh, timnya yang tadi, ya? Baik. Berarti cuma ada 2 Pihak 
Terkait, ya?  

 Baik. Sebelum kita melanjutkan pemeriksaan, beberapa hal perlu 
kita informasikan. Pertama bahwa perkara-perkara yang kita akan 
periksa pada sesi ini, sudah dilakukan gelar perkara sebelumnya.  

Oleh sebab itu, diminta kepada Para Pemohon tidak perlu 
membacakan secara keseluruhan, cukup bagian-bagian pokoknya saja 
karena panel sudah … ini kita sudah gelar perkara sampai larut malam. 
Ya.  

Kemudian, diminta … karena sebelumnya MK sudah 
mengumumkan bahwa batas akhir penerimaan perbaikan itu adalah 
tanggal 31 Mei, maka diminta untuk Para Pemohon yang disampaikan 
adalah permohonan yang tidak lewat waktu yaitu tidak lewat dari 31 Mei. 
Ada beberapa yang memasukkan berkali-kali permohonan, terserah 
Saudara yang mana yang Anda mau dibacakan sepanjang tidak lewat 31 
Mei. Apakah yang perbaikan, apakah yang pertama tanggal 24 Mei. Itu 
catatan untuk sidang kita pada hari ini dan saya mohon kesediaan Yang 
Mulia, Bapak Dr. Manahan Sitompul untuk memandu pemeriksaan. 
Silakan, Yang Mulia! 

 
50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Selamat siang 

untuk kita seluruhnya, salam sejahtera, assalamualaikum wr. wb. Kepada 
Partai Bulan Bintang, ya? Yang pertama, tadi telah dijelaskan oleh Pak 
Ketua tidak perlu seluruhnya. Jadi, hanya pokok perkaranya yang dimana 
dapil yang diajukan dalam permohonan itu yang dijelaskan. Kalau bisa 
secara singkat, langsung kepada data-data yang ada dalam tabel-tabel 
itu yang dijelaskan nanti setelah itu kita bisa cepat nanti ke petitumnya. 
Siapa yang mau menyampaikan?  
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51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Saya sendiri selaku kuasa, Yang Mulia.  
 

52. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Baik. Jadi, ini permohonan yang tertanggal 23 Mei 2009 [Sic!] 

yang diterima di Mahkamah 28 Mei. Itu yang kita mau dengarkan, ya. 
Dipersilakan!  

 
53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya, Yang Mulia. Sebelum saya membaca permohonan ini yang 

tadi sudah disarankan oleh Yang Mulia bahwa poin-poin saja.  
 

54. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya. 
 

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
Tapi perlu saya juga sampaikan pada kesempatan ini kepada, 

Yang Mulia. Bahwa ada bukti tambahan yang kami ajukan, berkaitan 
dengan putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dan Bawaslu RI 
dalam kaitan dengan … memang kami dalam dalilnya itu sudah 
menguraikan (…) 

 
56. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Ini. Baik.  
Jadi, ada bukti tambahan yang mau diajukan?  
 

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ada bukti tambahan yang diajukan putusan Bawasalu (…) 
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58. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Itu bisa dipersiapkan nanti.  
 

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya.  
 

60. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya. Setelah persidangan ini (…)  
  

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Termasuk nanti dari partai demokrat juga kami ajukan putusan 

Bawaslu, Yang Mulia. 
 

62. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Kalau bisa dipersiapkan saja sekarang!  
 

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Sudah … Sudah, Yang Mulia.  
 

64. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Sudah ada? 
 

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Sudah siap, Yang Mulia? 
 

66. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Di … bisa diserahkan sekarang!  
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67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Bisa, Yang Mulia.  
 

68. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Di … sudah di … sudah dibereskan? 
 

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Bisa, Yang Mulia. 
 

70. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
Ya.  
 

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Itu yang (…) 
 

72. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Sudah? 
 

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya. Yang dari PBB, Yang Mulia. Tapi yang dari Demokrat, nanti 

sebentar, setelah Demokrat ber (…) 
 

74. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Baik. Jadi, Pak … silakan kepada Pak Anthoni!  
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75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Terima kasih, Yang Mulia.  
 Seperti tadi yang sudah disarankan oleh Yang Mulia. Kami tetap 

berpegang pada permohonan kami tertanggal 23 Mei 2019 yang diterima 
oleh Mahkamah sesuai tenggang waktu.  

 Untuk kewenangan Mahkamah, kami tidak membaca lagi, Yang 
Mulia. (…) 

 
76. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Lanjut! (…)  
 

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Tenggang waktu ini, kami perlu membacakan di poin intinya. 

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 98, 7, dan seterusnya 
(…) 

 
78. KETUA: ASWANTO  

 
 Langsung ke pokok perkara saja, Pak! 
 

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Pokok permohonan, ya, Yang Mulia, ya? 
 Bahwa pe … Pemohon berkeberatan atas Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum dan seterusnya, Yang Mulia. Kami masuk ke poin 
ketiga. Bahwa telah terjadi pemindahan suara Pemohon Partai Bulan 
Bintang dan suara Calon Anggota DPRD Partai Bulan Bintang Kabupaten 
Maluku Tengah Dapil IV nya itu dihapus, Yang Mulia. Karena … Dapil 
Maluku Tengah IV.  

 
80. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Ya. 
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81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Provinsi Malukunya itu berjumlah 74 … 77 suara yang dipindahkan 

oleh PPK Leihitu ke Partai Persatuan Pembangunan. Selain itu juga, 
terjadi perpindahan suara sebanyak 53 suara kepada Partai Persatuan 
Pembangunan, pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK Leihitu. 
Yang di te … lakukan oleh Termohon melalui perangkat di bawahnya, 
yaitu PPK Leihitu. Yang kemudian direkap oleh KPU Kabupaten Maluku 
Tengah dengan jumlah yang sama, di mana perpindahan suara Pemohon 
dan Partai Persatuan Indonesia tersebut berdampak pada pengurangan 
suara dari Pemohon dan suara Partai Persatuan Indonesia atau Perindo.  

 Di sini ada … Yang Mulia. Dari poin ketiga itu, ada 3 dua kali. Jadi, 
kita renvoi ke 4. 

 
82. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Ada di poin 3, halaman berapa itu? Halaman 5?  
 

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Jadi, di halaman 5 itu kan, ada poin 3, Yang Mulia.  
 

84. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya.  
 

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Di 4. Selanjutnya juga, ada poin … apa … 3 juga. Ya, tiganya ada 

dua kali. Jadi, harusnya 4, bukan 3.  
 Kami lanjutkan, Yang Mulia. Bisa? 
 

86. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Silakan! 
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87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya. Bahwa berdasarkan data C-1 DPRD kabupaten/kota, C-1 Plano 

perolehan suara Partai Bulan Bintang dan Calon Anggota DPRD 
Kabupaten Maluku Tengah atas nama M. Nur. Dan suara Partai 
Persatuan Pembangunan … Persatuan Indonesia oleh PPK Leihitu itu dan 
seterusnya. Sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini.  

 Tabelnya kami tidak membaca lagi (…) 
 

88. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya. 
 

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Tapi, Partai Bulan Bintang itu dari … Partai Persatuan Indonesia 

atau Perindo. Itu suaranya yang ditetapkan oleh Termohon itu 2.381. 
Tapi (…) 

 
90. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Jadi, bertambah … bertambah 37, ya? 
 

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya. Bertambahnya 53, Yang Mulia.  
 

92. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya. Ini data nomor berapa itu kalau begitu? 
 

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Di halaman 6.  
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94. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Saya baca di sini Partai Persatuan Indonesia. 
 

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya.  

 
96. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 2 … 2.381 menurut Termohon (…) 
 

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Menurut Termohon, ya.   
 

98. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya. Menurut Pemohon, 2.400 (…) 
 

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 34. 
 

100. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Nah, ini 18. Ini … ini data yang mana ini sekarang? Makanya, saya 

tetap tadi berpedoman (…) 
 

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Oh, ya (…) 
 

102. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Kepada permohonan yang tanggal 23 yang diterima 28 Mei. 

Supaya jangan (…) 
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103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya. Yang itu saja, Yang Mulia. 
 

104. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Nah, itu. Berarti masih di permohonan awal itu yang Bapak (…) 
 

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya. 
 

106. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ajukan tadi. 
 

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya, Yang Mulia. 
 

108. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Jadi, kita tetap berpedoman ke itu tadi … yang tanggal 28.  
 

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya, Yang Mulia.  
 Sedangkan, untuk Partai Persatuan Pembangunan yang … tadi 

yang kami persoalkan itu. Menurut Termohon itu 246. Seharusnya 2.409, 
Yang Mulia. 

 
110. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Ya.  
 



 

17 

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Nah, Pemohon dalam hal ini suaranya, menurut versi Termohon, 

yaitu 2.366. Tapi, seharusnya itu adalah 2.442.  
 

112. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 2.442? 
 

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya, 2.442, Yang Mulia.  
 

114. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Seharusnya, ditambah 76? 
 

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 76. 
 

116. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya. Silakan, lanjut! 
 

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Bahwa akibat pengurangan perolehan suara daripada anggota 

DPR atau Pemohon, dengan jumlah yang sebagaimana kami uraikan di 
atas, maka telah … maka Pemohon telah mengajukan permohonan 
ajudikasi ke Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, tentang Pelanggaran 
Administrasi Pemilu. Dan sampai saat ini, laporan Pemohon tersebut 
masih dalam proses pemeriksaan administarasi di Bawaslu Maluku 
Tengah, Provinsi Maluku. Yang tadi, kami sudah ditambahkan. Sudah 
ada putusan, Yang Mulia.  
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118. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya.  
 

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Yang berikut, Yang Mulia. Bahwa Termohon mengajukan 

persandingan perolehan suara Pemohon dan suara Calon Anggota DPR 
Kabupaten Maluku Tengah atas nama M. Nur Nukuhehe untuk pengisian 
keanggotaan DPR Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah IV, 
Provinsi Maluku, versi Peemohon dan Termohon yang seperti 
digambarkan pada tabel di bawah ini, tadi kami sudah jelaskan di atas, 
kami tidak … apa … menguraikan ulang lagi. Yang jelasnya Pemohon itu 
mendapat suara dengan kursi terakhir yaitu 2442. 

 
120. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Lanjut! Ini ke poin 5, ya? 
 

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya yang saya bilang tadi, Yang Mulia. Ketiknya di soal a (…) 
 

122. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Angka. 
 

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Angkanya ada berubah ada (…) 
 

124. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Jadi angka berapa itu sekarang yang di halaman 7? 
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125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Yang sekarang di angka yang tadi sudah angka 7. Di angka 7, 

Yang Mulia. Yang tadi saya bacakan angka 7, setelah itu angka 7 poin A-
nya. 

 
126. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Ya. 
 

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Poinnya perolehan suara Pemohon dan calon anggota DPRD 

Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah IV Provinsi Maluku atas 
nama M. Nur Nur Nukuhehe dan suara Partai Persatuan Indonesia serta 
suara partai lainnya versi Termohon. 

 Setelah itu di poin B-nya kami tidak baca lagi karena sudah terurai 
(…) 

 
128. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Lanjut!  
 

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Jadi, tadi poin B-nya perolehan suara Pemohon dan calon anggota 

DPRD Kabupaten Maluku Tengah versi Pemohon di mana Pemohon 
mendapat suara itu adalah 242. Seharusnya itu yang memperoleh kursi, 
Yang Mulia. 

 Kami masuk ke … langsung ke poin ke-8. Bahwa karena 
perbuatan Termohon melalui perangkata di bawahnya itu KPU Maluku 
Tengah dan PPK Leihitu secara nyata dan terbukti melakukan 
pelanggaran yang merugikan Pemohon dan calon anggota DPRD 
Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah VI Provinsi Maluku, atas 
nama M. Nur Nukuhehe, maka itu adanya asas jurdil dalam pemilu, 
Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dan seterusnya, Yang 
Mulia. 

 Bahwa karena terjadi kecurangan berupa perpindahan suara 
Pemohon dan PPK … oleh PPK Leihitu secara terstruktur, sistematis, dan 
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masif, untuk itu guna menerapkan asas keadilan yang menjunjung tinggi 
asas pemilu yang jurdil, maka Mahkamah berdasarkan kewenangannya 
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat (ucapan tidak 
terdengar jelas) untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 4, 
TPS 8, TPS 9, dan seterusnya, Yang Mulia. 

 Petitumnya (…) 
 

130. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya. 
 

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, 

membatalkan keputusan kom … Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan 
seterusnya, menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian 
keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah VI. 

 
132. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Ini Petitum nomor 2 tolong dibaca secara lengkap. 
 

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Oh lengkap, Yang Mulia. Terima kasih. Membatalkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PN.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang 
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 
untuk pemilihan anggota DPR Maluku Tengah sepanjang di Daerah 
Pemilihan Maluku Tengah IV. 

 Menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan 
DPR Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah IV, Provinsi 
Maluku yang benar sebagaimana kami (…) 

 
134. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Ya, dianggap dibacakan. 
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135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum untuk 

melaksanakan pemungutan suara ulang (…) 
 

136. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ini sebelumnya itu kan ada kata … ini penting ini, setelah tabel 

itu. 
 

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya, menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian 

keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Dapil Maluku Tengah VI, 
Provinsi Maluku yang benar. Yaitu satu … nama calon anggota DPR yaitu 
satu, Ibrahim Ruhunussa (…) 

 
138. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Ya, dianggap dibacakan itu. 
 

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya. 
 

140. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya, setelah tabel sebelum memerintahkan itu ada yang enggak 

dibaca. Itu (…) 
 

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Atau … atau.  
 

142. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Itu sangat penting, ya. 
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143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya. Atau, Yang Mulia.  
 

144. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Itu cara … itu sangat penting nanti. Ya, silakan! 
 

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Atau memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) untuk 

melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) pada tempat TPS 4, TPS 
8, TPS 9, Desa Seith. TPS 6, TPS 9, TPS 19, TPS 17, TPS 20, TPS 22, 
TPS 23, dan TPS 24 Desa Hila. TPS 1, TPS 7, TPS 10, TPS 11, TPS 13, 
TPS 17, TPS 23, TPS 27, TPS 29 Desa Hitumessing. TPS 4, TPS 8, TPS 9, 
TPS 10, TPS 12, TPS 13, TPS 15, TPS 16, TPS 18, TPS 20, TPS 22, TPS 
23 Desa Hitu Lama. TPS 5, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 12 Desa Kaitetu, 
Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah.  

Memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum untuk 
melaksanakan putusan ini, atau bila Mahkamah Konstitusi berpendapat 
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).  

Hormat kami, Kuasa Pemohon, Yang Mulia. Terima kasih. 
 

146. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya, itu mengenai yang TPS-TPS itu yang huruf A coba dibaca 

sekali lagi. TPS berapa itu? Ini ada beda saya dengar. 
 

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Yang di poin 4, Yang Mulia. 
 

148. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya, poin terakhir di A itu, memerintahkan KPU untuk 

melaksanakan pemungutan suara ulang pada A. 
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149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya, bukan huruf apa … itu langsung di pada TPS 4, Yang Mulia.  
 

150. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Langsung ke TPS 4? 
 

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya, pada TPS 4. 
  

152. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL   
 
Nah, ini … Yang dibaca itu yang petitum, itu yang di mana? 

Permohonan yang pertama? 
 

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Permohonan yang kedua, Yang Mulia. Yang perbaikan.  
 

154. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL   
 
 Ya, jadi harus di kon ... apa namanya ... konfirmasi ulang dulu ini, 

ya.  
 

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
Ya. 
 

156. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
Karena di dalam Permohonan yang pertama, memerintahkan itu 

betul, tidak pakai TPS malah ini. Tetapi yang Saudara baca tadi yang 
pakai TPS juga, ya?  
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157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Perbaikan, Yang Mulia.  
 

158. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ha? 
 

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Yang perbaikan (...)  
 

160. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Perbaikan yang tanggal berapa? 
 

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya, kami tidak ... tanggalnya tetap kami samakan tanggalnya, 

cuma diterima di Mahkamah itu tanggal (...)  
 

162. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Bukan, begini. Kalau Bapak enggak cantumkan tanggal tapi, 

Bapak, antar ke sini tanggal berapa? Masukkan? 
 

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Sebelum tanggal 28 Mei (...)  
 

164. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 23 Mei?  
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165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Saya masukkan tanggal 28 Mei 2019, Yang Mulia. 
 

166. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Masuk tanggal 28 Mei 2019. 
 Baik, tolong dibacakan sekali lagi! Biar kita dengar. 

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan PSU pada ... itu tolong 
dibacakan ulang! 

 
167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan 

suara ulang (PSU) pada TPS 4, TPS 8, TPS 9 Desa Seith. TPS 6, TPS 9, 
TPS 13, TPS 17, TPS 20, TPS 22, TPS 23, dan TPS 24 Desa Hila. TPS 1, 
TPS 7, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 17, TPS 23, TPS 27, TPS 29 Desa 
Hitu ... Hitumessing. TPS 4, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 12, TPS 13, TPS 
15, TPS 16, TPS 18, TPS 20, TPS 22, TPS 23 Desa Hitu Lama. TPS 5, TPS 
8, TPS 9, TPS 10, TPS 12 Desa Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten 
Maluku Tengah. 

 
168. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 Lanjut! 
 

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.  
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 

putusan yang seadil-adilnya. 
 

170. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Baik. Cukup, ya? Enggak ada Permohonan lain lagi, ya? Ya. Untuk 

Permohonan ini, silakan, ada, Yang Mulia? Cukup? Baik, untuk 
Permohonan Perkara Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 kita 
anggap sudah selesai. Kita lanjut dengan Permohonan Perkara Nomor 
136-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari (...)  
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171. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD JAZULI 

 
 Yang Mulia, dari Termohon. 
 

172. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Dari mana? Termohon. 
 

173. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD JAZULI 

 
 Yang terkait dengan ... penegasan saja ... terkait yang Perkara 

Nomor 99-19-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 karena kan dari yang ada 
pada di kami itu berbeda gitu, ya. Di dalam Petitum yang tadi. 

 
174. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Baik, makanya saya suruh dibacakan 2 kali. Jadi, Anda lah yang 

menanggapinya nanti, ya? 
 

175. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD JAZULI 

 
 Oke, terima kasih (...)  
 

176. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Sesuai dengan ada ... yang ada pada sekarang. 
 

177. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD JAZULI 

 
 Ya, terima kasih. 
 

178. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Baik. Perkara Nomor 136-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari 

Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, ya? Ini siapa yang mau 
membacakan? 
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179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN 
PRAMANA 

 
 Saya, Yang Mulia, Yudhistira Ikhsan Pramana, dari Kuasa Hukum 

Partai Perindo. Terima kasih (...)  
 

180. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Namanya ada di dalam (...)  
 

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN 
PRAMANA 

 
 Ada, di kuasa (...)  
 

182. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Kuasa (...)  
 

183. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD JAZULI 

 
 Di Kuasa Hukum Pemohon, Yang Mulia. 
 

184. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya. 
 

185. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD JAZULI 

 
 Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan, 

Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera 
buat kita semua. Permohonan Perkara Nomor 136-09-31/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 Partai Perindo, terkait dengan PHPU Dapil Maluku VI, 
Yang Mulia. 

 
186. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Ya. 
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187. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAD JAZULI 

 
 Untuk Kewenangan dianggap sudah kami bacakan. Untuk 

Kedudukan Hukum dianggap sudah dibacakan. Tenggang Waktu 
dianggap sudah dibacakan. Kami langsung ke Pokok Permohonan, Yang 
Mulia. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian 
keanggotaan DPRD Provinsi Maluku di daerah pemilihan Maluku VI 
adalah sebagai berikut. Persandingannya itu ada di tabel, Yang Mulia, 
antara Partai Perindo dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di 
mana perolehan suara Pemohon untuk PKB, menurut Pemohon adalah 
9.188, sementara menurut Termohon adalah 10.430. Jadi, ada selisih 
242. Sementara untuk suara Pemohon sendiri, Partai Perindo itu 
tetap=10.228. 

 Bahwa selisih suara di atas, maka Pemohon mendalilkan sebagai 
berikut. Satu. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai 
Kebangkitan Bangsa atau kami sebut PKB di wilayah TPS 1, TPS 2, TPS 3 
di Ohoi atau Desa Bombay, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku 
Tenggara, dengan penjelasan sebagai berikut. 

Bahwa seharusnya untuk TPS 1, PKB hanya mendapatkan suara 
dari calegnya, sebagai berikut. Caleg Nomor Urut 1 atas nama Mumin 
Refra, S.H., hanya mendapatkan 1 suara. Caleg Nomor Urut 2 atas nama 
Emanuel Rahail, S.E., M.Si, mendapatkan 2 suara. Caleg Nomor Urut 6 
atas nama Rosa Delima Leftungun mendapatkan 1 suara, sebagaimana 
model C-1 DPRD Provinsi yang terlampir di Bukti P-01 kami.  

Yang B, bahwa seharusnya untuk TPS 02, PKB hanya untuk 
mendapatkan suara dari Caleg Nomor Urut 2 atas nama Emanuel Rahail, 
dan mendapatkan 4 suara, sebagaimana Model C-1 DPRD Provinsi. Bukti 
P-2, P-2 kami.  

Bahwa seharusnya utnuk TPS 03, PKB hanya mendapatkan suara 
dari calegnya sebagai berikut. Caleg Nomor Urut 2 atas nama Emanuel 
Rahail mendapatkan 1 suara. Nomor Urut 7, atas nama Yokbet Jamco 
mendapatkan 1 suara. Sebagaimana terlampir dalam Bukti Model C-1 
DPRPD Provinsi, P-03 kami.  

Kemudian untuk total jumlah suara dari partai politik dan calon 
anggota DPRD dari TPS 01, 02, dan 03 di atas hanya sebanyak 10 suara. 
Sebagaimana bukti Model C-1 terlampir di atas.  

Dan diketahui di Form Model DA-1 DPRPD Provinsi jumlah 
perolehan suara PKB telah meningkat menjadi 124 suara. Dengan 
adanya penggelembungan suara atau menambahkan angka sebanyak 
114 suara di caleg Nomor Urut 1 PKB, atas nama Mumin Refra S.H., dari 
sebelumnya 1 suara menjadi 115 suara. Sehinga merubah total jumlah 
suara PKB dari sebelumnya hanya 10 suara menjadi 124 suara. Karena 
adanya ter … karena telah terjadinya penambahan 114 suara tersebut. 
Di Bukti P-23 kami.  
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Kemudian untuk poin kedua, terjadinya penambahan suara bagi 
Partai Kebangkitan Bangsa di wilayah TPS-01, 02, di Ohoi/Desa Watsin, 
Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, dengan penjelasan 
sebagai berikut.  
Bahwa seharusnya untuk TPS-1 suara Partai PKB memperoleh 1 suara. 
Sementara Caleg Nomor Urut 1, Mumin Refra mendapatkan 2 suara. 
Caleg Nomor Urut 2, Emanuel Rahail mendapatkan 12 suara. Sehingga 
total jumlah suara PKB di TPS 1 adalah sebanyak 18 suara. Sebagaimana 
Model C-1 DPRD Provinsi terlampir di P-4 kami.  

Bahwa seharusnya untuk TPS-02 partai PKB memperoleh 2 suara. 
Sementara untuk Caleg Nomor Urut 1, Mumin Refra mendapatkan 1 
suara. Caleg Nomor Urut 2, atas nama Emanuel Rahail mendapatkan 14 
suara. Caleg Nomor Urut 6, atas nama Rosa Delima mendapatkan 1 
suara. Sehingga total jumlah suara PKB di TPS-02 adalah sebanyak 18 
suara. Sebagaimana Model C-1 DPRD Provinsi. Bukti P-05 kami. 

Bahwa total jumlah suara partai politik dan calon anggota DPRD 
dari TPS 01 di a … 01 dan 02 di atas hanya sebanyak 36 suara. 
Sebagaiman … sebagaimana bukti Model C-1 tadi. Dan Bahwa diketahui 
di Form Model DA-1 DPRD Provinsi jumlah perolehan suara PKB telah 
meningkat menjadi 124 suara dengan adanya penambahan atau 
penggelembungan suara sebanyak 17 suara. Sehingga merubah total 
jumlah suara PKB dari sebelumnya hanya 36 menjadi 53 suara. Karena 
adanya penambahan 17 suara tersebut. Bukti P-23 kami. 

Poin ketiga, bahwa terjadinya penambahan suara bagi Partai PKB 
di wilayah TPS-01, 02 Ohoi/Desa Ohoilim, Kecamatan Kei Besar, 
Kabupaten Mal … Maluku Tenggara dengan penjelasan sebagai berikut. 
Bahwa untuk TPS-1 PKB hanya memperoleh 1 suara. Sementara Caleg 
Nomor Urut 1, Mumin Refra mendapatkan 3 suara. Caleg Nomor Urut 2, 
atas nama Emanuel Rahail mendapatkan 6 suara. Caleg Nor … Caleg 
Nomor Urut 5, atas nama Djumahir Watubun SE, hanya mendapatkan 
suara sebanyak 1 suara. Sehingga total jumlah suara PKB di TPS 1 
adalah sebanyak 11 suara. Sebagaimana Model C-1 DPRD ter … Provinsi 
terlampir di Bukti P-06 kami. 

Bahwa seharusnya untuk TPS 02 PKB memperoleh 1 suara. 
Sementara Caleg Nomor Urut 1, atas nama Mumin Refra mendapatkan 2 
suara. Caleg Nomor Urut 2, atas nama Emanuel Rahail mendapatkan 6 
suara. Dan Caleg Nomor Urut 6, atas nama Djumahir Watubun SE 
mendapatkan 1 suara. Sehingga jumlah suara partai PKB di TPS 02 
adalah sebanyak 9 … 10 suara. Sebagaimana Model C-1 DPRD Provinsi 
terlampir. Bukti P-07 kami. 

 
188. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Baik. Karena saya lihat sama semua, ya, sampai 10 poin? 
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189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 136-09-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN 
PRAMANA 

 
Ya. 
 

190. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Dianggap dibacakan. 
 

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN 
PRAMANA 

 
 Betul, Yang Mulia. Oke, kami anggap sudah dibacakan. Poin … 

dan poin 4, dan seterusnya. 
 

192. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Langsung ke petitum. 
 

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN 
PRAMANA 

 
 Langsung petitum. Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka 

Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan 
putusan sebagai berikut.  

Mengabulkan permohononan Pemohon untuk seluruhnya. Kedua, 
membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 … 
987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan 
Umum dan seterusnya. Sepanjang untuk pemilihan anggota DPRD 
Provinsi Maluku di daerah pemilihan Maluku VI yang meliputi Kota Tual, 
Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Kepulauan Aru sesuai 
dengan dalil dalam posita permohononan. 

Yang ketiga, menetapkan hasil perolehan yang benar untuk 
Pemohon untuk pengisian keanggota DPRD Provinsi Maluku di daerah 
Pemilihan Maluku VI sebagai berikut. Perolehan suara Pemohon di 
Provinsi Maluku untuk pengisian keanggotan DPRD, Pemohon 
menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah 
sebagai berikut. Yang ada di tabel, Yang Mulia.  

PKB seharusnya perolah suaranya hanya 9.188, dan Partai Perindo 
memperoleh suara 10.228 suara.  
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Yang keempat, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk 
melaksanakan keputusan ini.  

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-
adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami Kuasa Pemohon. Terima kasih, 
Yang Mulia. 

 
194. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Baik. Intinya kehilangan suara 242?  
 

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN 
PRAMANA 

 
 Betul, Yang Mulia.  
 

196. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Dan diduga itu masuk ke PKB? 
 

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN 
PRAMANA 

 
 PKB.  
 

198. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Begitu, ya?  
 

199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN 
PRAMANA 

 
 Ya. Ada perbedaan di C-1 dan DAA-1, Yang Mulia.  
 

200. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Baik, terima kasih.  
 

201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN 
PRAMANA 

 
 Terima kasih, Yang Mulia.  
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202. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Cukup untuk Perkara 

Perindo Nomor 136-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dianggap selesai. 
Kita lanjut (...)  

 
203. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD 
 
 Yang Mulia, Yang Mulia (...)  
 

204. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Siapa yang mau bicara? Termohon? 
 

205. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD 

 
 Termohon.  
 Terkait dengan Perkara 136-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 

dari Termohon hanya konfirmasi saja karena tadi tidak dibacakan semua. 
Jumlah halaman permohonan ini semuanya ada berapa? Karena kami 
tidak ada (...)  

 
206. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Tidak ada halamannya?  
 

207. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD 

 
 Halamannya. Mohon konfirmasi saja dari Pemohon.  
 

208. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ini mungkin (...)  
 

209. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD 

 
 Biar cocok. 
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210. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Tidak ada halaman karena sudah ada pelebaran jalan ini 

barangkali, ya.  
 

211. KETUA: ASWANTO  
 
 Oke. Pihak Termohon yang Saudara jawab yang diserahkan saja 

kepada Saudara.  
 

212. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD 

 
 Oh, ya. Oh, siap.  
 

213. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya. Karena di sini ada halaman memang (...)  
 

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN 
PRAMANA 

 
 Ya, ada halaman, Yang Mulia.  
 

215. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Nah. Enggak tahu ini kalau (...)  
 

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN 
PRAMANA 

 
 Ada 1 sampai 12 halaman di permohonan kami (...)  
 

217. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Hilang di tengah jalan itu halamannya.  
 Ya, itu barangakali hanya … apa saja … nanti yang penting intinya 

kan sama, ya, dengan yang diterima.  
 Ya. barangkali bisa nanti, ya (…)  
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218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN 
PRAMANA 

 
 Mohon maaf, Yang Mulia. 
 

219. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
Dikonfirmasi nanti itu. 
 

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN 
PRAMANA 

 
 Yang Mulia, mau ada renvoi sedikit di Petitum Poin 2, Yang Mulia. 

Itu Pemilihan Umum Tahun 2009, kami (...)  
 

221. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Petitum nomor 2?  
 

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN 
PRAMANA 

 
 Nomor 2. Harusnya 2019, Yang Mulia. Terima kasih.  
 

223. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Oh, ya, salah. Di sini benar. Oh, ya, tahun, tapi tanggalnya benar, 

ya?  
 

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN 
PRAMANA 

 
 Tanggalnya benar, Yang Mulia. Ya, ininya saja, 2019.  
 

225. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Pemilu tahun 2019. Kepada Termohon agar direnvoi karena salah 

ketik saja. Ya, kita anggap selesai, ya.  
 Kita lanjut Perkara Nomor 05-08-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 

dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), siapa yang menyampaikan?  
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226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Bismilahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Majelis yang 

mulia. Saya, Dudi Usman Sahupala Kuasa Pemohon, salah seorang yang 
menandatangani perbaikan permohonan.  

  
227. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Ini dalam Kuasa nomor berapa? Empat … oh, ini banyak sekali 

kuasanya, ya? Sampai 44. Jadi, ini nomor 43, Dudi Usman Suhapala?  
 

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Sahupala, Yang Mulia.  
 

229. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Sahu? Oh, ya.  
 

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Ya.  
 

231. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Salah, maaf.  
 Jadi, Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H. Dipersilakan! 
 

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Betul, Yang Mulia.  
 Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Mohon maaf 

sebelum kami menyampaikan pokok-pokok, ada beberapa kesalahan 
teknis pengetikan dan penempatan angka yang kami usulkan untuk 
dikoreksi, kami sudah konsultasi dengan Kepaniteraan MK, karena ini 
masalah teknis, kata mereka, “Silakan disampaikan di sidang, nanti baru 
diputuskan oleh Majelis.” Mohon izin, Yang Mulia.  
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233. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Tapi sebelumnya ini kita konsisten permohonan PKS ini yang 

tanggal 30 Mei 2019, ya?  
 

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Betul, Yang Mulia.  
 

235. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Yang kita registrasi juga tanggal 30 Mei?  
 

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Betul, Yang Mulia.  
 

237. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Dipersilakan.  
 

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Ya. Untuk perbaikan terhadap kesalahan.  
 Yang pertama. Pada halaman 5 huruf d, bagian akhir.  
 

239. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Halaman 5? 
 

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Huruf d, bagian akhir. Tertulis bukti P.A yang sebenarnya Bukti P-

01. 
 

241. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 P-01.  
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242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Halaman 6, huruf c. Bagian akhir tertulis Bukti P.B. Yang 

seharusnya Bukti P-02.  
 

243. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Lanjut! Masih ada?  
 

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Yang ketiga, pada halaman 12 tabel 5. Perbandingan perolehan 

suara Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera terjadi 
kekeliruan penempatan angka.  

 Golkar, TPS 1, Pemohon=99.  
 

245. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya.  
 

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Sampai dengan … Golkar, TPS 1, Pemohon=99 sampai dengan 

TPS 71=60, seharusnya termuat di kolom Termohon.  
 

247. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Tolong diulang, tolong diulang, bagaimana?  
 

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Golkar, TPS 1.  
 

249. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya.  
 

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Pemohon, angka 60 … angka 99.  
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251. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Pemohon, ya.  
 

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 TPS 2=62, TPS 3=62 sampai dengan (...)  
 

253.  HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Terus (...)  
 

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Sampai dengan TPS 71 di halaman berikutnya 60.  
 

255. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 TPS 71, ya.  
 

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Seharusnya termuat di kolom Termohon.  
 

257. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Seharusnya dimuat di kolom Termohon.  
 

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Termohon, ya.  
 

259. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Nah, kalau begitu kan se … bagusnya di atas saja ini. Pemohon 

ditukar dengan Termohon. Begitu kan?  
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260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Ya, betul, Yang Mulia.  
 

261. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Nah, itu gampang.  
 

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Setuju.  
 

263. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ngapain diurut-urut sampai ke bawah? Kita bingung itu.  
 

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Yang Mulia.  
 

265. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Jadi, yang di atas saja. Seharusnya Pemohon diganti menjadi 

Termohon (...)   
 

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Ya, betul, Yang Mulia (...)  
 

267. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Sebalik. Gitu, ya? 
 

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Ya. Berlaku juga untuk kolom pada PKS, Yang Mulia.  
 

269. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Oh, ya.  
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270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 
 
 Kita ganti juga.  
 

271. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA  
 
 Sebentar, Pak Yang Mulia.  
 

272. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya.  
 

273. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA  
 
Menurut Saudara itu permohonan renvoi atau permohonan 

mendasar itu?  
 

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Renvoi saja, Yang Mulia. Karena tabel ini berdasarkan pada Bukti 

P-05. 
 

275. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Nanti terserah apalah. Yang jelaskan. 
 

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Ya.  
 

277. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya. Lanjut! 
 

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Yang terakhir, Yang Mulia, halaman 12 angka 2 pada petitum. 
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279. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Halaman? 
 

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 12 … eh, mohon maaf, Yang Mulia, halaman 27 angka 2, petitum. 

Menambahkan kata keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor diantara 
kata membatalkan dan kata tentang. Sehingga, bunyi selengkapnya 
menjadi “Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 
dan seterusnya” sebagaimana yang ada pada naskah.  

 
281. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Jadi, membatalkan keputusan KPU nomor sekian? 
 

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
Ya. 
 

283. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
Terus?  
 

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Betul, Yang Mulia. Sebagaimana (…)  
 

285. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Itu saja ya?  
 

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Yang ada pada naskah. 
 

287. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Oke. Jadi, hanya menyatakan bahwa ini harusnya ada nomor dan 

ada keputusan, itu aja ya? 
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288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Ya. Ada tulisan seperti itu, Yang Mulia.  
 

289. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya. Lanjut! 
 

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Kami lanjut, Yang Mulia. Sudah selesai koreksi teknisnya. Pada 

pokok permo … permohonan bahwa suara Pemohon untuk pengisian 
anggota DPRD menurut Form DC-1 itu termuat pada tabel 1 yang 
dianggap telah dibacakan. Perolehan suara berdasarkan Formulir DB1-
KWK Kabupaten Buru, pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 dianggap telah 
dibacakan. 

 
291. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Ya.  
 

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon 

untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku, pada tabel 3 
dianggap telah dibacakan. Komposisi perolehan kursi DPRD Provinsi 
Maluku Dapil II, pada tabel 4 dianggap telah dibacakan. Persandingan 
per (…)  

 
293. KETUA: ASWANTO  

 
 Sebentar, sebentar, Pak. Ini kan ada Termohon ada Pemohon ini 

enggak kebalik juga?  
 

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Yang mana, Yang Mulia?  
 

295. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Di tabel 3 (…) 
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296. KETUA: ASWANTO  
 
 Di tabel 3 itu kan perolehan suara Termohon, Pemohon tadi kan 

tabelnya kebalik. Yang mustinya Pemohon menjadi Termohon.  
Nah, ini kebalik enggak ini?   
 

297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Tidak, Yang Mulia.  
 

298. KETUA: ASWANTO  
 
 Ya.  
 

299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Seperti begitu. Lanjut, Yang Mulia, tabel 5, perbandingan 

perolehan suara Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera 
pada Desa Namlea, dianggap telah dibacakan.  

Tabel 6, perbandingan perolehan suara Partai Golongan Karya dan 
Partai Keadilan Sejahtera pada tingkat Kecamatan Namlea, pada tabel 6, 
dianggap dibacakan. 

 
300. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Lanjut! 
 

301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Kita lanjut ke petitumnya, Yang Mulia.  
 

302. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Silakan!  
 

303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, 

Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan 
putusan sebagai berikut.  
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
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2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 
Tahun 2019 sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi 
Maluku Daerah Pemilihan Maluku II. 

3. Menetapkan perolehan suara yang benar pada tingkat Desa Namlea 
Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku untuk pengisian 
anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil II sebagai berikut. Nomor Urut 
Partai 4 Partai, Golongan Karya, perolehan suara=4.018. Nomor Urut 
Partai 8, Partai Keadilan Sejahtera, perolehan suara=1.670.  

4. Menetapkan perolehan suara yang benar pada tingkat Kecamatan 
Namlea Kabupaten Buruh Provinsi Maluku untuk pengisian calon 
anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil II sebagai berikut. Nomor Urut 
Partai 4, Partai Golongan Karya, perolehan suara=5.621. Nomor Urut 
Partai 8, Partai Keadilan Sejahtera, perolehan suara=2.061.  

5. Menetapkan perolehan suara yang benar pada tingkat Kabupaten 
Buru Provinsi Maluku untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi 
Dapil II sebagai berikut. Nomor Urut Partai 4, Partai Golkar, 
perolehan suara=24.380. Nomor Urut 8, Partai Keadilan 
Sejahtera=5.608.  

6. Menetapkan perolehan suara yang benar pada tingkat Provinsi 
Maluku untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil II 
sebagai berikut. Nomor Urut Partai 4, Partai Golongan Karya, 
perolehan suara=27.487. Nomor Urut Partai 8, Partai Keadilan 
Sejahtera, perolehan suara=9.190.  

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan 
putusan ini. 

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 
putusan seadil-adilnya.  

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan. 
 

304. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Baik. Terima kasih, Pak Dudi. Ada dari Yang Mulia? Cukup. Jadi, 

untuk Perkara dari PKS Nomor 05-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (…) 
 

305. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Mohon izin, Yang Mulia (…) 
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306. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Kita anggap selesai dari Termohon ada yang mau disampaikan? 
 

307. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA  

 
 Tadi yang mengenai perubahan di tabel 5. Menurut kami, ini 

sudah berbahan yang substansif. Dan kami mohon, untuk tidak dilakukan 
perubahan ini.  

 
308. KETUA: ASWANTO 

 
 Tadi, kan, sudah disampaikan. Nanti, kalau ada yang keberatan, 

kan dijawaban saja Anda, ya?  
 

309. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA  

 
 Ya. Terima kasih.  
 

310. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
   
 Baik. Jadi, ditanggapi di jawaban saja, ya?  
 Kita beranjak ke Perkara Nomor 127/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 

dari PAN, ya? Silakan! Siapa yang mau menyampaikan? 
 

311. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Saya Jakobis Siahaya. Saya akan 

membacakan (…) 
 

312. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Pak Jakob, ya? 
 

313. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Ya. Jakobis Siahaya, Yang Mulia. 
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314. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Jakobis. Ini yang mau dibacakan yang tanggal berapa ini, Pak 

Jakobis? Ini (…) 
 

315. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Perbaikan tanggal 23 Mei, Yang Mulia.  
 

316. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Perbaikan, tetapi masih tertanggal 23 Mei? 
 

317. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Ya, Yang Mulia. 
 

318. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya. Kita daftarkan tanggal … diterima tanggal 8 … 28 Mei, ya? 
 

319. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Ya, Yang Mulia. 
 

320. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Baik. Jakobis Siahaya sebagai Kuasa. Ada surat kuasa, ya? 
 

321. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Ada, Yang Mulia. Nomor du … du … 2, Yang Mulia.  
 

322. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Menandatangani permohonan ini juga? 
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323. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Ya, Yang Mulia. 
 

324. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Jakobis … ya, ada. Silakan!  
 

325. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Baik, Yang Mulia. Ini langsung saja.  
 Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (…) 
 

326. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Dianggap dibacakan. (…) 
 

327. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Legal standing dan tenggat waktu dianggap dibacakan, Yang 

Mulia. Kami masuk pada pokok permohonan.  
 Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar. Untuk pengisian 

keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Daerah 
Pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat I adalah sebagai berikut.  

2.1 Provinsi Maluku 
 Persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian 

keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dianggap 
dibacakan tabelnya, Yang Mulia.  

 
328. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Tapi, titik (…) 
 

329. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Titik (…) 
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330. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Angkanya tadi itu, ini 4.1 (…) 
 

331. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 4.1 … 1, Yang Mulia.  
 

332. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya.  
 

333. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Ya. 
 

334. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Supaya, jangan bingung kita nanti. 
 

335. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Ya, Yang Mulia. 
 

336. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Silakan! 
 

337. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Kami lanjutkan, Yang Mulia. 
 Bahwa mengenai selisih suara, Pemohon mendalilkan sebagai 

berikut. 
1. Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 12 

suara, yakni. 
a. Bahwa sesuai Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, 

TPS 10 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan. 
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Pemohon mendapatkan perolehan suara sebanyak 5 suara, 
Bukti P-8. Sedangkan, pada Formulir Model DAA-1 DPRD 
Kabupaten Maluku Teng … DPRD kabupaten/kota Desa 
Olilit Raya, Kecamatan Tan … Tanimbar Selatan, suara 
Pemohon dikurangi 1. Sehingga, tercatat pada Formulir 
Model DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Olilit Raya 
sebanyak 4 suara. Bukti P-9.  
Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia. (…)  

 
338. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Ya.  
 

339. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
b. Bahwa perolehan suara partai yang sebenarnya adalah satu 

sesuai formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 10 
Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan. Tetapi, 
ketika penulisan pada Formulir Model DAA-1 DPRD 
Kabupaten/Kota Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar 
Selatan. Perolehan suara partai dimasukkan dalam 
perolehan suara Calon Nomor Urut 1 atas nama Marthen 
Veky Maskikit, S.E, sehingga patut pula untuk dikembalikan 
kepada posisi yang sebenarnya.  

c. Bahwa perolehan suara partai pada TPS 10, Desa Olilit 
Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, yakni berjumlah 1 
suara yang dimasukan dalam perolehan suara Calon Nomor 
Urut 1 atas nama Marthen Veky Maskikit, S.E, patut untuk 
dikembalikan pada posisi yang sebenarnya. Sehingga, 
perolehan suara yang tercatat secara berjenjang dari 
Formulir Model DAA-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Olilit 
Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, yakni suara partai 
sebanyak 43, patut untuk dikembalikan menjadi 44.  
Sementara, per … perolehan suara Calon Nomor Urut 1 
atas nama Marthen Veky Maskikit, S.E, harus dikurangi 1 
suara sebagai akibat penambahan pada 10 … pada TPS 10 
Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan. 

d. Bahwa sesuai Formulir C-1 DPRD D … mohon maaf, Yang 
Mulia … D … bahwa sesuai Formulir D … C-1 DPRD 
Kabupaten/Kota TPS 3 … 13. Desa Olilit Raya, Kecamatan 
Tanimbar Selatan. Bukti P-10. Sebenarnya, Pemohon 
mendapatkan perolehan suara sah adalah 10 suara. Tetapi 
pada kolom jumlah surat … surat … tetapi, pada kolom 
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jumlah surat suara sah partai politik dan calon A.1 tambah 
A.2 hanya tercatat 8 surat … 8 suara sah. Atau dikurangi 2 
suara. Selanjutnya, pada Formulir Model DAA-1 DPRD 
Kabupaten/Kota Desa Olilit Raya, Bukti P-9 kecamatan 
Tanimbar Selatan, Termohon tercatat memperoleh surat 
suara sah, suara sah dari permohonan hanya 8 suara, 
dengan cara mengurangi 2 perolehan suara sah dari calon 
anggota DPRD Partai Amanat Nasional atas nama Beby C. 
Wuritimu sebagaimana terurai dalam tabel 3 dibacakan lagi, 
Yang Mulia. 

 
340. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Baik, untuk tabel dianggap dibacakan, untuk poin E juga saya kira 

sama. 
 

341. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Ya, Yang Mulia. 
 

342. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Dua, selanjutnya di halaman laman … halaman 8 poin juga … poin 

2 juga sama, ini saya langsung ke poin 4 di halaman 9 untuk tabel 
selanjutnya, persilakan, halaman 9 poin 4! 

 
343. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Baik, Yang Mulia. Kami lanjutkan.  
Bahwa jumlah kursi yang direbutkan partai peserta pemilu tahun 

2019 di Dapil I Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah sebanyak 10 
kursi. Dan jika perolehan suara didasari pada penetapan yang tidak 
benar oleh Termohon, sesuai pengisian perolehan suara secara 
berjenjang dari Formulir Model DA-1 DPRD Kecamatan Tanimbar Selatan, 
Bukti P-13, DA-1 DPRD Kecamatan Wertamrian, Bukti P-14, dan buk … 
dan Formulir DB-1 KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Bukti P-15. 
Maka pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat 
adalah … sehubungan dengan tabel, Yang Mulia. 
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344. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya, dianggap dibacakan. Tahap pertama di situ Partai Amanat 

Nasional 1.878, ya? Dan Partai Hanura 1.250, ya?  
 

345. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Ya, Yang Mulia.  
 

346. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
Begitu, ya? 
 

347. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
Ya, Yang Mulia. 
 

348. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya, lanjut!  
 

349. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Kita langsung ke petitum, Yang Mulia.  
 

350. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya. 
 

351. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Berdasarkan seluruh uraian sebagaima tersebut di atas, Pemohon 

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan 
sebagai berikut. 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil 
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Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, anggo … Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara 
Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 
Mei 2019 untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Maluku 
Tenggara Barat, sepanjang di Daerah Pemilihan Maluku 
Tenggara Barat I.  

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang sebenarnya untuk 
Pemohon, untuk pengisian anggota DPRD kabupaten/kota … 
keanggotaan DPRD kota di Daerah Pemilihan Maluku Tenggara 
Barat I sebagai berikut … sehubungan dengan tabel, Yang 
Mulia. 

 
352. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Dianggap dibacakan, ya. 
 

353. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Yang Mulia. Ya.  
 

354. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
  
Poin 331 dibaca. 
  

355. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Ya, baik, Yang Mulia. Perolehan suara yang benar menurut 

Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku 
Tenggara Barat adalah sebagai berikut. Satu, Partai Kebangkitan Bangsa, 
perolehan suara versi Termohon (…) 

 
356. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
  Dianggap dibacakan, ya. 
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357. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian (…) 
 

358. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Kalau mau dibacakan juga untuk PAN saja, berapa?  
 

359. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Baik, Yang Mulia. Untuk PAN 1.256, Yang Mulia. 
 

360. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya, nanti (…) 
 

361. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Kemudian untuk 3.1.2 (…) 
 

362. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Untuk perolehan suara. 
 

363. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Untuk perolehan suara, Partai Amanat Nasional itu Pemohon Veky 

… atas nama Marthen Veky Maskikit sebanyak 369 suara, Yang Mulia. 
 

364. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya, jadi PAN itu Marthen Veky Maskikit, S.E=369 suara, ya? 
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365. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Ya, Yang Mulia. 
 

366. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya, lanjut!  
 

367. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Demikian, Yang Mulia.  
 

368. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
Memerintahkan? 
 

369. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan keputusan 

ini.  
 

370. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Lanjut! 
 

371. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan 

yang seadilnya. 
 

372. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ini ada kata yang penting itu tadi saya bilang itu, ya. Sebelum 

”atau apabila” gitu, ya? Ada … ada kata-kata di situ? 
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373. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
Ya. 
 

374. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
Atau sudah dihilangkan? 
 

375. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
Atau, Yang Mulia. 
 

376. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
Ya. 
 

377. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 

putusan yang seadil-adilnya. 
 

378. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
Baik. Cukup, Pak Jakobis, ya? 
 

379. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
Ya, Yang Mulia.  
 

380. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Cukup. Untuk Perkara 

Nomor 127-12-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 kita anggap selesai. Kita 
lanjut Perkara Nomor 155-02-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai 
Gerindra, ya. 
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381. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
Terima kasih, Yang Mulia. 
 

382. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
Silakan, siapa yang mau membacakan? 
 

383. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
Saya, Yang Mulia. 
 

384. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
Namanya?  
 

385. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
Raka Gani Pissani. 
 

386. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
Raka? 
 

387. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
Gani Pissani. 
 

388. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
Gani Insani? 
 

389. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
Pissani, Pissani.  
 

390. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
Oke. Raka Gani Pissani, ya?  
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391. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
Ya, betul. 
 

392. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
Ya. Saudara sebagai Kuasa Hukum berdasarkan … ada surat 

kuasa berarti, ya? 
 

393. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Benar, Yang Mulia. 
 

394. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Nah yang mau dibacakan, kita konfirmasi dulu, yang Permohonan 

Saudara tanggal berapa itu? 
 

395. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Tanggal ... di sini hanya saya membawa ber ... arsip ada di sini. 

Sementara tanggalnya di sini 23 Mei 2019, Yang Mulia (...)  
 

396. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 23 Mei? 
 

397. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Ya. 
 

398. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Yang kami terima di sini tanggal 26 Mei. Ada di situ cap 

registernya? Ini memang ada beberapa ini. 
 

399. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Izin. Atau saya coba bacakan terlebih dahulu, Yang Mulia? 
 



 

58 

400. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya. Silakan! 
 

401. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Baik, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Partai Gerindra, 

izinkan kami menyampaikan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan 
Umum untuk Provinsi Maluku. Mengenai Kewenangan Mahkamah 
Konstitusi dianggap dibacakan (...)  

 
402. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Dianggap dibacakan (...)  
 

403. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Kedudukan Hukum, dianggap dibacakan. Tenggang Waktu 

Pengajuan Permohonan, dianggap dibacakan. Langsung kami masuk 
dalam Pokok Permohonan.  

Untuk Dapil Maluku I Kota Ambon, persandingan perolehan suara 
calon anggota DPRD menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian 
keanggotaan DPRD Provinsi Maluku. Untuk nama Calon Anggota DPRD, 
Johan Johanis Lewerissa, perolehan suara menurut Pemohon adalah 
5.331 dan Termohon=5.254. Sehingga terja ... ada selisih=77 suara.  

Kemudian, menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian 
keanggotaan DPRD Provinsi Maluku, atas nama Caleg Robby B. 
Gaspersz, S.H., perolehan suara menurut Pemohon=5.299 sedangkan 
menurut Termohon=5.507. 

 Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana di atas 
dengan dalil-dalil Pemohon, sebagai berikut (...)  

 
404. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Bisa disimplekan itu? Langsung ke angka? Bisa? Atau harus 

dibacakan seluruhnya? 
 

405. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Mungkin saya bacakan, Yang Mulia. 
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406. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya, silakan! 
 

407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Bahwa dalam hal ini, untuk Maluku sendiri, sebetulnya ada terjadi 

penambahan atau penggelembungan suara dan juga pengurangan suara 
terhadap Caleg Johan Johanis Lewerissa. Dan mungkin yang poin 
pertama saya sebutkan di sini bahwa Termohon dalam melaksanakan 
rekapitulasi penghitungan suara Tingkat Kecamatan Nusaniwe telah 
ditemukan adanya pelanggaran dalam tahapan pemungutan suara 
dimana ditemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih namun 
tidak terdaftar dalam TPS tersebut dan memilih tanpa menggunakan A-5. 

 
408. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Ya. 
 

409. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Bahwa untuk pelanggaran tersebut, telah dituangkan ... dibuatkan 

pernyataan keberatan, yang dituangkan dalam Form Model DAA-2.KPU. 
 Bahwa selain temuan pelanggaran di atas, Panwas Kecamatan 

Nusaniwe juga telah menemukan adanya pelanggaran dan telah 
ditindaklanjuti oleh Panwas Kecamatan Nusaniwe dengan Surat Nomor 
11 Panwascam Nusaniwe, tentang Penerusan Pelanggaran Administratif. 
Surat Nomor 12 Panwascam Nusaniwe tentang Penerusan Pelanggaran 
Administratif. Surat Nomor 13 Panwascam Nusaniwe tentang Penerusan 
Pelanggaran Administratif, dan merekomendasikan untuk dilakukan 
pemungutan suara ulang. 

 Bahwa atas pernyataan keberatan pada tingkat rekapitulasi 
Kecamatan Nusaniwe dan surat Panwas Kecamatan Nusaniwe, Termohon 
PKPU Kota Ambon mengeluarkan, dalam hal ini saya ada renvoi, Yang 
Mulia, ya, melalui ... mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 11 tentang 
Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilu 
2019, pada pokoknya atas temuan pelanggaran tersebut oleh KPU Kota 
Ambon tidak dilanjuti karena dianggap tidak memenuhi syarat. 

 Bahwa selain itu, terjadi juga pengurangan suara Pemohon 
berdasarkan rekapitulasi penghitungan surat suara Tingkat Kota Ambon, 
dimana perolehan suara Pemohon pada Tingkat Kecamatan Nusaniwe 
adalah terhitung sebanyak 1.387 suara, sedangkan berdasarkan 
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kumpulan C-1 perolehan suara Pemohon sebanyak 1.395, dengan 
demikian terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 8 suara. 

 Bahwa di sisi lain, terdapat penambahan dan penggelembungan 
suara Calon Anggota atas nama Robby B Gaspersz, S.H., Partai Gerindra 
Nomor Urut 2 pada 5 kecamatan di Kota Ambon, yaitu Kecamatan 
Nusaniwe, satu. Dua, Kecamatan (...)  

 
410. KETUA: ASWANTO  

 
 Di halaman berapa yang Bapak baca itu? 
 

411. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Halaman 8, Yang Mulia. 
 

412. KETUA: ASWANTO  
 
 Halaman 8 ... halaman 8, ya, silakan! 
 

413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Saya ulangi. Bahwa di sisi lain terdapat penambahan atau 

penggelembungan suara Calon Anggota atas nama Robby B Gaspersz, 
S.H., Partai Gerindra Nomor Urut 2 pada 5 kecamatan di Kota Ambon, 
yaitu satu, Kecamatan Nusaniwe. Dua, Kecamatan Sirimau. Tiga, 
Kecamatan Baguala. Empat, Kecamatan Teluk Ambon. Dan lima, 
Kecamatan Leitimur Selatan, sebagaimana Bukti P-1 sampai dengan P-
26, bukti terlampir. Dan berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara 
tingkat kota, dimana perolehan suara Robby B Gaspersz, S.H., adalah 
sebanyak 5.507 suara. Sedangkan berdasarkan kumpulan C-1 DPRD 
Provinsi, perolehan suara Robby B Gaspersz, S.H., sebanyak (...)  

 
414. KETUA: ASWANTO  

 
 Sebentar ... sebentar. Yang Saudara baca yang tanggal 1 Juli, ya? 
 

415. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Ya. Ya mungkin, Yang Mulia.  
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416. KETUA: ASWANTO  
 
 Jangan ini kan … ini kan kita sudah menginformasikan lebih awal 

bahwa yang dibaca itu adalah yang tanggal se … anu … tidak lewat dari 
tanggal 31 … 31 Mei. Kalau sudah lewat tanggal 31 Mei, ndak bisa lagi.  

Nah ini yang Saudara baca malah 1 Juli ini. Walaupun isinya ada 
yang sama tadi. Tapi banyak yang berbeda gitu. Termasuk yang Saudara 
baca sekarang di halaman 8 nomor 10, itu ada di ... ada di 
permohononan yang tanggal 31 Mei, gitu.  

 
417. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 
 
 Ya.  
 

418. KETUA: ASWANTO  
 
Jadi tolong di ini … jangan yang 3 … jangan yang tanggal 31 Juli, 

Mas, yang dibaca.   
 

419. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Ya. Baik. 
 

420. KETUA: ASWANTO  
 
 Yang tanggal 31. Walalupun memang ada beberapa yang sama, 

gitu ya? 
 

421. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Ya. 
 

422. KETUA: ASWANTO 
 
 Karena yang kami kirim ke Pihak Termohon, Terkait, dan Bawaslu 

itu adalah yang tidak lewat tenggat waktu. Kalau yang 1 Juli sudah 
lewat, Mas. Silakan! 

 
423. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 
 
 Baik, Yang Mulia. 
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424. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Saya tegaskan, ya, kembali, karena yang Saudara bacakan tadi itu 

ada perubahan-perubahan atau penambahan. Dan setelah saya lihat ada 
2 yang Saudara baca itu adalah tanggal 1 Juli. Padahal di tanggal 26, 
ada juga permohononan yang kami terima di sini. Tetap tanggal 23 Mei, 
ya, tanggal Saudara. Tetapi yang kami terima tanggal 31 Mei 2019.  

 
425. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 
 
 Ya.  
 

426. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
Nah, tadi sampai halaman 8 itu Saudara sudah bacakan tadi. 

Namun disitu ada perubaha … ada penambahan jadi 5 kecamatan. 
Padahal dalam permohononan (...)   

 
427. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 
 
 Oh, ya.  
 

428. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Anda itu yang 4 kecamatan. 
 

429. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Sebelumnya, 4 kecamatan, ya. 
 

430. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Saya saraankan atau kami akan terima tetap permohonan yang 

tanggal 31 itu. Silakan, Anda lanjutkan itu di halaman 8. Itu 4 
kecamatan. Silakan!  

 
431. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 
 
 4 kecamatan? 
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432. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
Ya.  
 

433. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Bisa di renvoi, Yang Mulia. Oke.  
 

434. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Maksudnya mau ditambah?  
 

435. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Engak. 4 kecamatan yang di kami ini kan ada 5 kecamatan, Yang 

Mulia untuk (...)  
 

436. KETUA: ASWANTO 
 
 Enggak … enggak, Mas … Mas. Yang kami terima itu tanggal 31 

Mei, itu 4 kecamatan.  
 

437. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Baik. 
 

438. KETUA: ASWANTO  
 
 Kalau Anda merenvoi kami dimarahi nanti sama … karena itu 

sudah substansi. Menambah Dapil, ya, kecuali salah tulis, gitu. Ini tidak 
… tidak salah tulis ini karena Anda menambah 1 Kecamatan, gitu ya? Ya?  

 
439. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 
 
 Baik.  
 

440. KETUA: ASWANTO 
 
 Jadi kembali ke 31 ya, Mas, ya? 
 



 

64 

441. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Ya. Baik, Yang Mulia.  
Bahwa di sisi lain … mungkin saya ulangi. Di sisi lain terdapat 

penambahan atau penggelembungan suara calon anggota atas nama 
Robby B. Gaspers, S.H., Partai Gerindra Nomor Urut 2 pada 4 kecamatan 
di Kota Ambon. 1. Kecamatan Nusaniwei, 2. Kecamatan Sirimau, 3. 
Kecamatan Baguala, dan 4. Kecamatan Teluk Ambon. Sebagaimana Bukti 
P-1 sampai dengan P-26.  

Dan berdasarkan rekapitulasi penghitunagn suara tingkat Kota 
Ambon di mana perolehan suara Robby B. Gaspers, S.H., adalah 
sebanyak 5.507 suara. Sedangkan berdasarkan kumpulan C-1 DPRD 
Provinsi … bisa ditambahkan seperti itu, Yang Mulia? 

 
442. KETUA: ASWANTO 

 
 Kalau itu … di halaman berapa itu, Mas? 
 

443. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Halaman 8, ya? C, kumpulan C perolehan? 
 

444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 C-1 DPRD Provinsi.  
 

445. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya, silakan itu.  
 

446. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Baik. Perolehan suara Robby … berdasarkan kumpulan C-1 DPRD 

Provinsi, perolehan suara Robby B. Gaspers, S.H., sebanyak 5.299. 
Dengan demikian terjadi penambahan atau penggelembungan Robby B. 
Gaspers, S.H., sebanyak 204. Bisa begitu, Yang Mulia? Saya renvoi? 

 
447. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Saya kira mengenai angka sudah jelas disini, ya. 208 ini yang kita 

pedomani. Silakan! 
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448. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Baik, Yang Mulia. Sebanyak 208 suara.  
Bahwa dengan demikian terdapat pengurangan suara Pemohon 

sebanyak 68 suara. Dan perolehan suara berkurang tersebut sampai 
ditetapkan dalam rekapitulasi oleh Termohon di tingkat kota. Belum 
terselesaikan atau tidak berubah.  

Bahwa terdapat penambahan atau penggelembungan suara 
Robby B. Gaspers, S.H., sebanyak 208 suara. Bahwa akibat terjadinya 
pengurangan suara tersebut Pemohon telah dirugikan karena tidak 
mendapat perolehan kursi dan telah menjadikan Robby B. Gaspers, S.H., 
yang memperoleh kursi yang terindikasi karena adanya 
penggelembungan atau penambahan suara.  

Baik. Mungkin izin saya bacakan petitumnya, Yang Mulia? 
 

449. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya. Lanjut! 
 

450. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI 

 
 Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, 

Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan 
putusan sebagai berikut: 

1. Mengabulkan permohononan Pemohon untuk seluruhnya 
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987 tentang Penetapan … 

Penetapan Pemilihan Umum Presiden, Wakil Presiden, Anggota 
DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara 
Nasional Dalam Pemilu 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang 
di daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku 
I.  

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan 
pemungutan suara ulang pada TPS 7 Kelurahan Urimesing, 
Kecamatan Nusaniwe, sebagaimana rekomendasi Panwas 
Keacamatan Nusaniwe, Surat Nomor 11, tertanggal 24 April 2019. 
TPS 2, Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, sebagaimana 
surat Nomor 12, tertanggal 24 April 2019, TPS 1 dan TPS 5 
Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, sebagaimana nomor … 
Surat Nomor 13, tertanggal 24 April 2019 dan TPS 10 Desa 
Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan sebagaimana Surat Nomor 
14 Panwascam Leitimur Selatan, tertangal 24 April 2019. 

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon 
untuk pengisian keangotaan DPRD Maluku adalah perolehan suara 
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Pemohon=5.322, 5 … dan untuk Johanes … Johan Johanis 
Lewerissa dan Robby B. Gaspersz=5.299.  

5. Memerintahkan kepada ke komisi … KPU RI untuk melaksanakan 
putusan ini.  
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mo … mohon 

putusan yang seadil-adilnya. 
Terima kasih, Yang Mulia.  
 

451. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Baik, terima kasih, pak … Pak Raka, ya. Ada tambahan, Yang 

Mulia? Cukup. Baik untuk Perkara nomor kosong … Perkara Nomor 155-
02-31/PHPU.DPR-DPRD/2019 dari Partai Gerindra dianggap selesai.  

 Kita lanjut ke Perkara Nomor 59-14-31/PHPU.DPR.DPRD/2019. 
Perkara Nomor 59-14-31/PHPU.DPR.DPRD/2019 dari Partai Demokrat. 
Silakan! Surat kuasa substitusi.  

 
452. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya.  
 

453. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Sudah disampaikan tadi?  
 

454. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Sudah, Yang Mulia.  
 

455. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Baik. Silakan.  
 

456. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya, Yang Mulia. Di sini ada dua permohonan, yaitu untuk 

pengisian keanggotaan DPR provinsi sama keanggotaan … pengisian 
keanggotaan DPR Kota Ambon.  
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457. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Baik, jadi (...)  
 

458. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Sebelumnya kami ada ajukan bukti tambahan juga berupa 

putusan Bawaslu Maluku Tengah. Itu yang berkaitan dengan pengisian 
keanggotaan provinsi. Buktinya sudah siap, Yang Mulia.  

 
459. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Itu, bisa dipersiapkan? Nanti dipersiapkan dulu. Sudah siap itu? 

Boleh diambil oleh Petugas!  
  

460. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam 

sejahtera. Yang kami bacakan di sini, Yang Mulia, permohonan tanggal 
27 Mei 2019, yang diterima dan … oleh Mahkamah pada tanggal 31 Mei 
2019.  

 
461. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Ya.  
 

462. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Nah, di sini ada dua permohonan, Yang Mulia. Saya cuma hanya 

membacakan. Jadi, saya membacakan yang inti-intinya saja, Yang Mulia.  
 

463. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya, persilakan.  
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464. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya. Untuk kewenangan Mahkamah, saya tidak membacakan lagi.  
 Untuk kedudukan legal standing juga dilewati, Yang Mulia. 

Tenggang … tenggang waktu pengajuan permohonan juga dilewati.  
 Pokok Permohonan. Di halaman 8, Yang Mulia, Pokok 

Permohonan.  
 

465. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Halaman 8?  
 

466. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya.  
 

467. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya, lanjut.  
 

468. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

  
 Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar peng … untuk 

pengisian keanggotaan DPR … DPR, DPR provinsi dan seterusnya, yaitu: 
1. Persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian 

keanggotaan DPRD Provinsi Maluku.  
Nama, Halimun Saulatu. Ini dapilnya sebenarnya Dapil III, Nomor 

Urut 2 bukan Dapil IV. Di sini ada tertulis Dapil IV, Yang Mulia. 
Seharusnya Dapil III.  

 
469. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Nah, ini barangkali hanya nomor dapil, ya?  
 

470. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

  
 Ya, nomor dapil saja.  
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471. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ini hanya kesalahan kecil ini.  
 

472. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Kesalahan ketiknya di situ, seharusnya III.  
 Yang berikut, Yang Mulia.  
1. Bahwa permo … Pemohon berkeberatan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya, Yang Mulia.  
 

473. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya.  
 

474. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Masuk di poin ke … halaman 10, poin ketiga.  
 Bahwa telah terjadi berbagai kecurangan dan pelanggaran yang 

sengaja dilakukan oleh Termohon melalui perangkat di bawahnya, yaitu 
dianggap (...)  

 
475. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Sebentar. Yang Mulia.  
 

476. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya.  
 

477. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Itu … apa namanya … ini kan katanya ada persandingan 

perolehan suara, ya? 
 

478. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya. 
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479. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Di halaman 9. Coba, Bapak, lihat halaman 9! Kan judulnya itu, 

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik. Tapi di sini kan tidak ada 
persandingan, makanya Bapak terus ke petitum saja, ya?  

 
480. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya, Yang Mulia. Ini penting saja bacakan ini (...)  
 

481. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya. Kita sudah baca itu, Pak.  
 

482. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Oh, ya. Terima kasih, Yang Mulia.  
 Ini ada 2 petitum, Yang Mulia karena itu saya harus baca petitum 

(...)  
 

483. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Petitum ini baca dulu. Nanti, petitum berikutnya, ya.  
 

484. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya.  
 

485. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Nah.  
 

486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Terima kasih, Yang Mulia.  
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487. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya.  
 

488. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya, silakan Petitum pertama yang di halaman 13. 
 

489. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, 

Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan 
putusan sebagai berikut.  

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.  
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

987/PN.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam 
Pemilihan Tahun … Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk 
pemilihan anggota DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan 
Maluku Tengah.  

3. Memerintahkan Termohon, Komisi Pimilihan Umum, untuk 
melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di Kecamatan 
Leihitu dan Leihitu Barat pada TPS … TPS sebagai berikut. 
a. TPS 13, TPS 14, TPS 15, Dusun Waeputi. TPS 10, TPS 11, 

TPS 9, Dusun Waelapia, Desa Larike. TPS 14, Desa Ureng, 
Kecamatan Leihitu Barat. Pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, 
TPS 5, TPS 6, TPS 7 … ini ada 5 dua kali, Yang Mulia, 
seharusnya TPS 5 aja (…) 

 
490. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Ya. Dicoret 1 ya?  
 

491. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
Satunya dicoret, Yang Mulia. TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, 
TPS 10, TPS 11, Desa Mamala. TPS 4 dan TPS 3, Desa 
Morela. TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, Desa Asi 
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... Asilulu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah 
Provinsi Maluku. 

b. Seluruh TPS di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku 
Tengah Provinsi Maluku. 

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk 
melaksanakan putusan ini. 

Atau bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan 
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

 Itu untuk permohonan yang pertama untuk pengisian (…) 
 

492. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ini yang kedua, Kota Ambon, ya? 
 

493. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya. Yang kedua, Kota Ambon. Sirimau. 
 

494. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya. silakan!  
 

495. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ini karena sudah terurai secara rinci dalam permohonan, maka 

saya langsung ke petitum saja, Yang Mulia.  
 

496. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya.  
 

497. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Tidak ada angka-angka di sini. Komu … komulatifnya enggak ada. 

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada 
Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.  

1. Mengambulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 … 

987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil 
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Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan 
Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 untuk Pemilihan 
Anggota DPRD Kota Ambon sepanjang di Daerah Pemilihan 
Kota Ambon II Provinsi Maluku  

Yang Mulia, di sini kami renvoi, Yang Mulia. Bukan Kota Ambon II 
tetapi Sirimau II.  

 
498. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Silakan! 
 

499. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Jadi, untuk daerah Sirimau II Kota Ambon, Provinsi Maluku, Yang 

Mulia.  
3. Memerintahkan Termohon melalui perangkat di bawahnya, 

yaitu KPU Kota Ambon untuk melakukan pemungutan suara 
ulang PSU di TPS 1 Desa Galala, Kecamatan Sirimau Kota 
Ambon Provinsi Maluku. 

4. Memerintahkan Termohon melalu perangkat di bawahnya 
yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, Bawaslu Kota 
Ambon, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Bawaslu 
Provinsi Maluku, untuk mengawasi perhi … pemungutan suara 
ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya. 
Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini. 

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 
putusan yang seadil-adilnya.  

Demikian permohonan ini diajukan. Hormat Pemohon Kuasa. 
Terima kasih, Yang Mulia.  

 
500. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Baik. Ada tambahan, Yang Mulia? Cukup untuk Perkara Nomor 59-

14-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, kita anggap selesai. Kita lanjut (…)  
 

501. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD 

 
 Majelis, mohon izin. Dari Termohon (…) 
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502. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Dari Termohon. Silakan! 
 

503. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD 

 
 Dari Termohon untuk petitum yang pertama, untuk provinsi. 

Mohon penegasannya saja dalam petitum yang kedua, itu mohon dibaca 
kembali dapilnya, daerah pemilihannya mana. Ini karena ini Maluku dan 
di sini tertulis Maluku Tengah gitu.  

 
504. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Petitum Nomor yang pertama?  
 

505. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD 

 
Ya. Yang pertama, untuk provinsi.  
 

506. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Silakan, kepada Kuasa (…) 
 

507. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Nih, begini, sebentar! Mohon maaf, Yang Mulia.  
 

508. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya.  
 

509. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Kalau yang petitum-petitum itu enggak bisa diubah lagi. Baca saja 

yang tertulis karena itu kan kalau mengubah berarti kan mengubah 
substansi.  

 
510. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 136-09-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IDRIS SOPIAN AHMAD 
 
 Siap.  
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511. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
  
Perubahan hanya dibenarkan untuk perbaikan huruf, kesalahan 

tulis dan segala macam.  
 

512. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Namun, tadi petitum yang pertama itu tadi yang itu maksudnya, 

ya? Oke. Itu tetap sebagaimana yang sudah ada pada Saudara saja 
pedomannya. Ya. Terima kasih.  

 Perkara Nomor 85-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PDI 
Perjuangan. Siapa yang mau menyampaikan? 

 
513. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-03-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI 
 
 Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan. 

 
514. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Namanya? 
 

515. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI 

 
 Imran Mahfudi, Yang Mulia.  
 

516. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Imran Mahfudi. Ini nomor berapa ini di kuasa ini?  
 

517. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI 

 
 8. 
 

518. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Nomor? Nomor 8 ya? Ya. Yang dibacakan adalah? 
 

519. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI 

 
 Yang perbaikan yang diajukan tanggal 30 Mei. 
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520. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
 Diajukan tanggal 30 Mei 2019, diregis … ya kita regis tertanggal 1 

Juli. Silakan dibacakan!  
 

521. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Provinsi Maluku, kami 

mempersoalkan di 2 kabupaten, di Kabupaten Buru, di 2 dapil yaitu Dapil 
Buru I dan Dapil Buru II untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten. 

Nah, pada 2 kabupaten … pada 2 dapil ini, tidak ada perbedaan 
perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon. Jadi, tidak ada 
angka-angka, Yang Mulia.  

 Kami meminta di 2 dapil ini untuk melakukan pemungutan suara 
ulang atas dasar adanya rekomendasi dari Panwas Kecamatan Namlea 
Nomor 02. dan seterusnya tanggal 19 April 2019. Yang menyebutkan 
bahwa. 

1. Distribusi kotak suara yang dilakukan oleh KPUD ke TPS-TPS, 
dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Kotak suara yang didistribusikan pada TPS-TPS di Kecamatan 
Namlea, terutama Desa Namlea yang memiliki 71 TPS, 
dilakukan pendis … pendistribusian pada hari H, tanggal 17 
April pukul 07.00 WIT … pukul 08.00 WIT, sampai dengan 
10.00 WIT.  

3. Pemungutan suara di TPS, seharusnya dimulai pukul 07.00 
WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT. Tetapi, pemungutan 
suara baru dimulai pukul 08.00 WIT. Dan seterusnya, tidak 
kita bacakan semua.  

Bahwa terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi tersebut, 
Panwas Kecamatan Namlea telah memberikan rekomendasi Nomor 02 
dan seterusnya.  

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 372 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan 
bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil 
penelitian dan penulisan proses dapat keadaan sebagai berikut … a, b, c, 
dan d, tidak dibacakan.  

Kemudian, bahwa apa yang telah terjadi di Desa Namlea, 
Kecamatan Namlea. Sebagaimana diuraikan oleh Panwas Kecamatan 
Namlea, telah memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan pemungutan 
suara ulang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 … Pasal 372 ayat (2) 
Undang-Undang Pemilu. Bahwa terhadap rekomendasi yang telah 
dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Namlea tersebut tidak dilaksanakan 
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oleh Termohon. Padahal, sesuai dengan ketentuan. Rekomendasi 
panwas wajib untuk dilaksanakan oleh Termohon.  

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi 
memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kecamatan 
Namlea, Kabupaten Buru.  Itu untuk Dapil Buru I.  

Kemudian, Dapil Buru II juga tidak ada perbedaan perolehan 
suara antara Termohon dengan Pemohon. Namun, kami mempersoalkan 
adanya pelanggaran-pelanggaran yang juga didasarkan adanya 
rekomendasi dari panwas, yaitu rekomendasi Panwas Kecamatan Lolong 
Guba. Kepala PPK Kecamatan Lolong Guba. Yang bahwasannya, telah 
ditemukan pemilih yang menggunakan KTP elektronik, yang beralamat di 
luar Provinsi Maluku. Sehingga, Panwascam Kecamatan Lolong Guba 
merekomendasikan kepada PPK Lolong Guba … Lolong Guba untuk 
melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 1 di Desa Waegeran … 
Waegeren.  

Bahwa pelanggaran serius lainnya adalah berupa keterlibatan ASN 
(…) 

 
522. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 

 
 Sebentar. Sebentar, Yang Mulia. Ini cuma 1 TPS yang 

direkomendasikan, ya?  
 

523. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI 

 
 Ya.  
 

524. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 TPS 1 Desa Waegeren, ya? 
 

525. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI 

 
 Waegeren, Yang Mulia (…) 
 

526. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Yang lainnya tidak direkomendasikan? 
 

527. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI 

 
 Ya, Yang Mulia. 
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528. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Oke. Terima kasih, Yang Mulia.  
 

529. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Ya. Dilanjut! 
 

530. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI 

 
 Bahwa pelanggaran serius lainnya adalah berupa keterlibatan ASN 

untuk memenangkan caleg dari Partai Golkar atas arahan dari Bupati 
Buru kepada camat untuk memenangkan caleg Golkar yang merupakan 
adik ipar bupati.  

 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas me … Pemohon sudah 
sepatutnya Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan pemungutan 
suara ulang di seluruh kecamatan pada Dapil Buru II yang meliputi 
kecamatan Waeapo, Batabual, Lolong Guba, Waelata, dan Kecamatan 
Teluk Kaiely.  

 Petitum. Berdasarkan uraian sebagian tersebut di atas, Pemohon 
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan 
sebagai berikut.  

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 98 … 

98, 7, dan seterusnya sepanjang untuk pemilihan anggota 
DPRD kabupaten untuk Dapil Buru I Kabupaten Buru Dapil II.  

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara 
ulang, yaitu untuk pe … pemilihan anggota DPRD Kabupaten 
Buru Dapil I pada seluruh TPS dalam Kecamatan Namlea, 
Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.  
3.2.    Untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Buru Dapil II. 

Pada seluruh TPS dalam Kecamatan Waeapo, Kecamatan 
Batabual, Kecamatan Lolong Guba, Kecamatan Waelata, 
Kecamatan Teluk Kaiely, Kabupaten Buru, Provinsi 
Maluku. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum 
untuk melaksanakan keputusan ini.  

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 
putusan yang seadil-adilnya.  

Terima kasih, Yang Mulia.   
 

531. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Baik. Jadi, untuk Kabupaten Baru dapil … Kabupaten Buru Dapil II 

itu yang sudah ada rekomendasi, ya? Yang tidak dilaksanakan? 
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532. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI 

 
 Dua-duanya ada, Yang Mulia.   
 

533. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 
 Duanya … dua-duanya ada? 
 

534. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI 

 
Ada. 

 
535. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 

 
akan ditanggapi oleh Bawaslu nanti itu.  
Baik, untuk permohonan ini Nomor Perkara 85-03-31/PHPU.DPR-

DPRD/XVII/2019 dari PDIP dianggap selesai. Masih ada, ya? Cukup? 
Oleh karena sudah selesai 7 permohonan ini, saya kembalikan kepada 
Ketua Panel, Yang Mulia. Terima kasih. 

 
536. KETUA: ASWANTO  

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kita ke pengesahan alat bukti, 

saya ingin mengonfirmasi dulu kepada Kuasa PDIP, ini belum ada 
fotokopi kartunya, kartu advokat. Tolong dimasukan nanti, Pak, ya. 

 
537. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-03-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI 
 
 Ya, siap. 
 

538. KETUA: ASWANTO  
 
 Lalu kemudian, surat kuasa ini fotokopian yang asli menurut 

catatan PDIP, Kepulauan Riau, ya, gimana ini? 
 

539. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI 

 
 Mohon izin, Yang Mulia. Kita itu memang surat kuasa asli itu cuma 

1 lem … 1 eks. 
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540. KETUA: ASWANTO  
 
 Oh, ya. Oke. 
 

541. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI 

 
 Jadi untuk seluruh permohonan kita satu lembar. 
 

542. KETUA: ASWANTO  
 
 Baik. 
 

543. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI 

 
 Bagaimana ini, Yang Mulia? 
 

544. KETUA: ASWANTO  
 
 Baik, oke. 
 

545. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85-03-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI 

 
Artinya enggak ada masalah dengan kuasa itu atau bagaimana? 
 

546. KETUA: ASWANTO  
 
 Ya, mestinya kalau anu … kalau apa … kalau kita bicara hukum, 

maka … kalau sudah terlanjur gelondongan seperti itu, paling tidak ada 
legalisir gitu, ya. Bahwa sama dengan aslinya, tapi nanti panel akan 
membicarakan itu. Ya, dengan bagian kepaniteraan. 

 Kemudian untuk Partai Demokrat, ini sama juga ini, surat 
kuasanya fotokopian saja, dan belum semua tanda tangan, gitu ya, di 
surat kuasa, ya. Pilihannya adalah kalau semua nama itu tetap 
dicantumkan, maka harus ditandatangani. Tapi kalau tidak mau 
ditandatangani, ya harus dikeluarkan. Kalau keluarkan kan ada 
konsekuensinya, tentu Ibu, Bapak sudah tahu konsekuensinya kalau 
dikeluarkan namanya. 

 Kemudian tanda … anu … fotokopi kartu tanda advokat belum 
diserahkan, PKS yang sudah lengkap, ya. Tolong yang belum lengkap, 
nanti setelah sidang ini dilengkapi. Nanti bisa berkomunikasi dengan 
bagian Kepaniteraan agar semua kelengkapan-kelengkapan administrasi 
yang belum lengkap itu bisa dilengkapi secepatnya. 
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 Sekarang kita … Nah, ini juga ini, ini PKS dan Gerindra ini ada 
juga problem. Ini masih soal administrasi juga. Jumlah … Nah, jumlah 
Kuasa Hukum di surat kuasa dan di permohonan itu berbeda gitu, ya, ya. 
Ada yang ada di permohonan tapi tidak ada di surat kuasa, sebaliknya 
begitu. Nah, ini kan kita jadi ragu, apakah betul yang bersangkutan 
diberi dan menerima kuasa? Kan mestinya 2 perbuatan di sana. Ada 
yang memberi, walaupun sudah diberi tapi kalau tidak diterima, ya 
enggak sah juga. Nah, bukti penerimaan itu adalah harus ditandatangani 
gitu, ya. Nanti tolong di ini … PKS dan Gerindra. 

 Sekarang kita sahkan bukti dulu. Ini buktinya banyak sekali. 
Pertama, untuk … Kita pengesahan alat bukti. Yang pertama PBB. PBB 
memasukan bukti termasuk bukti tambahan, ya, kita sudah verifikasi 
juga, P-1 sampai dengan P-37. Kemudian ada tambahan Bukti P-38 
sampai P-40, betul, ya, PBB, ya?   

 
 
 
 
 Kemudian Perindo P-001 sampai dengan P-023? 
 

547. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN 
PRAMANA 

 
 Betul, Yang Mulia.   
 

548. KETUA: ASWANTO  
 
 Ada catatan, bukti P-05, P-0 … sori, P-015, P-021, dan P-022 itu 

belum diberi materai dan di leges. 
 

549. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN 
PRAMANA 

 
 Baik. Kami akan susulkan, Yang Mulia. 
 

550. KETUA: ASWANTO  
 
 Kemudian P-019 di daftar bukti ada tetapi tidak ada bukti fisik, 

ya? 
 
 

KETUK PALU 1X 
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551. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN 
PRAMANA 

 
 Ya, betul. 
 

552. KETUA: ASWANTO  
 
 Kemudian ini untuk Perindo juga masih kurang apa namanya … 

rangkapnya, ya, masih kurang rangkap, masih kurang 2 rangkap untuk 
bukti fisik, ya? 

 
553. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 136-09-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN 
PRAMANA 

 
 Ya, akan kami susulkan, Yang Mulia. 
 

554. KETUA: ASWANTO 
 
 Ya, nanti berhubungan dengan bagian Kepaniteraan. 
 

555. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 136-09-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YUDHISTIRA IKHSAN 
PRAMANA 

 
 Siap. 
 

556. KETUA: ASWANTO 
 
Kemudian kita sahkan dulu, ya, kecuali yang belum diberi catatan 

yang belum lengkap itu, ya. 
 
 
 
 Kemudian PKS, Pemohon mengajukan Bukti P-1, sampai dengan 

P-16.1, sampai dengan P-16.7, dan PA ... P.A sampai dengan P.D. Betul, 
ya? PKS, sudah betul? 

 
557. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 
 
 Yang Mulia, untuk Bukti PKS P-1 sampai dengan P (...)  
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558. KETUA: ASWANTO 
 
 P-16.  
 

559. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 P-16 ... P-16.1 sampai dengan P-16.7. Yang P.A dan P.B sudah 

kita renvoi tadi, sehingga dia masuk ke P-01 dan P-02. 
 

560. KETUA: ASWANTO  
 
 Oke. Jadi, PA ... P.A sampai dengan P.D itu sudah enggak ada? 

Masuk di P-1? Gimana ini, Pak? 
 

561. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DUDI USMAN SAHUPALA 

 
 Yang Mulia. 
 

562. KETUA: ASWANTO  
 
 Ya, ini kan berbeda, Pak, fisiknya berbeda. 
 

563. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Maaf, Yang Mulia. Kami ikut Yang Mulia karena informasi dari 

belakang katanya sudah dimasukkan seperti yang disampaikan oleh Yang 
Mulia. 

 
564. KETUA: ASWANTO  

 
 Baik. 
 

565. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
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566. KETUA: ASWANTO  
 
 Harus koordinasinya bagus, gitu, ya, termasuk sharing-nya juga 

harus bagus. Kita sahkan, Pak, ya? Untuk PKS saya ulangi, P-1, sampai 
dengan P-16.1, sampai dengan P-16.7, dan P.A sampai dengan P.D. 
Betul, ya? 

 
 
 
 Kemudian, Partai Amanat Nasional memasukkan Bukti P-1 sampai 

dengan P-16, PAN. Betul, ya? Betul, kita sahkan. 
 
 
 
 
 Ada (...)  
 

567. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Terkait dengan (...)  
 

568. KETUA: ASWANTO  
 
 Apa itu? 
 

569. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Bukti, Yang Mulia. 
 

570. KETUA: ASWANTO  
 
 He eh. 

571. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
  Pada persidangan Bawaslu Provinsi Maluku, Yang Mulia (...)  
 

572. KETUA: ASWANTO  
 
  Ya. 
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573. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Itu juga terkait dengan (...)  
 

574. KETUA: ASWANTO  
 
 Ndak, yang Saudara mau masukkan bukti tambahan atau apa? 
 

575. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Ya, bukti tambahan, Yang Mulia. 
 

576. KETUA: ASWANTO  
 
 Ya, sudah. Langsung saja! Kami mau memasukkan bukti 

tambahan.  
 

577. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Baik, Yang Mulia. 
 

578. KETUA: ASWANTO  
 

 Bukti tambahannya sudah ada? 
 

579. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Sudah ada, Yang Mulia. 
 

580. KETUA: ASWANTO  
 
 Sudah diserahkan? 
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581. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Belum, Yang Mulia. Masih di bawah, Yang Mulia. 
 

582. KETUA: ASWANTO  
 
 Masih di bawah, ya. Nanti ... nanti kita sahkan, ya, di sidang 

berikutnya. 
 

583. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 155-02-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 05-08-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SINA 

 
 Baik, Yang Mulia. 
 

584. KETUA: ASWANTO  
 
Ini panjang mau belok-beloknya, tapi intinya mau memasukkan 

bukti tambahan, ya. Biasanya kalau ada prinsipalnya, itu agak panjang 
bicaranya, gitu. Ini kan ndak ada prinsipal juga ini, Pak, ya? 

Kemudian, Partai Gerindra memasukkan Alat Bukti P-
2.DPRD/Prov-1 sampai dengan P-2.DPRD/Prov-39. Betul, ya? Kita sudah 
verifikasi. 

 
 
 
  
Oke. Kemudian, Partai Demokrat ini dibagi, ya. Untuk DPRD 

Provinsi Maluku Dapil Maluku III atas nama Halimun Saulatu, itu 
memasukkan Bukti P-1 sampai dengan P-19. Ada bukti tambahan, P-23A. 
Betul, ya? Baik. 

Kemudian, untuk DPRD Kota Ambon Dapil Ambon II atas nama 
Muriany Dominggus, Pemohon memasukkan Bukti P-1 sampai dengan ... 
P-1 sampai P-19. Betul, ya? Kita sudah verifikasi dan kita sahkan. 

 
 
 
 
Kemudian, PDI-P ... PDI-P memasukkan alat bukti untuk Dapil 

Buru I, P-1 sampai dengan P-3. Untuk Dapil Buru II, P-1 sampai ... sori, 
saya ulangi, untuk Dapil Buru I, P-1 sampai dengan P-3. Dapil Buru II, P-
1 sampai P-3 juga. Betul, ya, PDI-P? Kita sudah verifikasi. 
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Ada lagi yang belum disahkan alat buktinya? Ya, nanti yang 

tambahan nanti saja di … dimasukkan. Nanti pada sidang berikutnya, 
kita bisa sahkan. 

Kemudian, pemberitahuan untuk sidang berikutnya. Siding 
berikutnya untuk perkara … 7 perkara ini adalah hari Selasa, tanggal 16 
Juli Tahun 2019. Saya ulangi, hari Selasa, 16 Juli Tahun 2019, waktu 
pukul 16.00 WIB … 16.00 WIB. Acaranya mendengarkan jawaban 
Termohon, keterangan Bawaslu, keterangan pihak … keterangan Pihak 
Terkait, dan pengesahan bukti Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait.  

Pemberitahuan ini berlaku sebagai panggilan resmi dan 
Mahkamah tidak akan menyampaikan panggilan tertulis lagi, panggilan 
resmi untuk sidang, ya. Tidak ada lagi panggilan tertulis.  

Kemudian untuk Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, perbaikan 
jawaban dan keterangan diajukan paling lambat hari Jumat, tanggal 12 
Juli Tahun 2019, pukul 12.00 WIB. Jelas, Pak, ya? Ibu, Bapak, sudah 
jelas.  

Baik. Dengan demikian, terima kasih, kita sudah bisa 
melaksanakan sidang ini dengan baik. Walaupun diselingi canda, jangan 
dibawa di hati itu candanya, terutama canda soal … apa … canda soal 
pembagian itu tadi. Itu jangan di … jangan … jangan disoal. Ini … ini 
untuk mencairkan suasana saja, ya. 

 
585. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Yang Mulia, boleh kami (…) 
 

586. KETUA: ASWANTO  
 
 Apa itu? 
 

587. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Begini, Yang Mulia. Di Maluku ini, khususnya di daerah-daerah 

(…) 
 

588. KETUA: ASWANTO  
 
 Ini permohonan baru atau apa, Pak?  
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589. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-

31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
Ndak, ini untuk saksi, Yang Mulia. 
 

590. KETUA: ASWANTO  
 
Ini ada Prinsipalnya di depan … di belakang ini. Gimana, Pak? 
 

591. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ini untuk saksi, Yang Mulia. 
 

592. KETUA: ASWANTO  
 
 Oke. Saksi belum, nanti saksi. Jadi, sidang (…) 
 

593. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya, walaupun memang belum, Yang Mulia (…) 
 

594. KETUA: ASWANTO  
 
 Ya. 
 

595. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
Tapi kan kita juga harus pertimbangkan karena soal tiketnya 

mahal. Lalu saat ini kan dari perjalanan, misalnya dari Saumlaki (…) 
 

596. KETUA: ASWANTO  
 
 Maluku? 
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597. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya, Maluku.  
 

598. KETUA: ASWANTO  
 
 Maluku, kan ada Universitas Pattimura di sana? 
 

599. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59-14-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 99-19-
31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTHONI HATANE 

 
 Ya, tapi kalau mereka dari daerah terluar itu, kan harus naik 

kapal, Yang Mulia. 
 

600. KETUA: ASWANTO  
 
 Besok kan belum ada pemeriksaan saksi. Sidang berikutnya ini, 

sidang tanggal 16 Juli itu masih gilirannya Pihak Termohon, Bawaslu, 
dan Terkait. Nah, setelah itu, baru kita pemeriksaan saksi. Tentu giliran 
yang pertama untuk pemeriksaan saksi adalah Pemohon, tapi tanggalnya 
nanti bisa dicek di Bagian Kepaniteraan.  

Ya, kalau tiketnya mahal, Mahkamah punya video conference di 
48 perguruan tinggi, termasuk di Universitas Pattimura. Jadi, saksi bisa 
diperiksa lewat video conference, tapi ada persyaratannya. Bapak harus 
menyurat dulu, menyurat ke Mahkamah agar kita mempersiapkan. Kalau 
Bapak mau saksinya diperiksa lewat video conference, ya, kita akan buka 
video conference-nya. Tapi harus diawali dulu dengan permohonan, ya, 
supaya kita persiapkan.  

Ada tambahan, Yang Mulia? 
 

601. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 
 Ya, ini diberitahukan juga karena semua Permohonan yang 

banyak itu masuk, tapi dapilnya bermacam-macam itu, tanggal 22 itu 
akan ada pembacaan … apa namanya … ketetapan dismissal, belum tahu 
juga semuanya bisa lewat. Nanti kan kami … yang lewatnya baru masuk 
ke pembuktian dan segala macamnya itu. Jadi, soal … apanya … itu akan 
ditentukan setelah tanggal 22. Gitu, ya, Pak?  

Terima kasih, Pak Ketua. 
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602. KETUA: ASWANTO  
 
 Siapa tahu setelah tanggal 22 harga tiket turun, Pak.  
Baik. Tidak ada lagi, ya? Sekali lagi, terima kasih. Dan dengan 

demikian, sidang selesai dan ditutup. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Jakarta, 11 Juli 2019 
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